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A. Latar Belakang Masalah

Sejak 1998 reformasi bergulir, kebijakan politik di tanah air mengalami
perubahan. Yang paling nyata adalah perubahan model pemerintahan dari sistem
sentralisasi menuju desentralisasi. Perubahan kebijakan tersebut sudah barang tentu
menjadi harapan besar bagi masyarakat agar membawa ‘angin segar’ dalam rangka
peningkatan kesejahtraan dan perkembangan demokratisasi di level lokal.

Memang sejak Orde Baru berkuasa, ‘posisi lembaga-lembaga politik publik
(DPR/DPRD), mengalami penurunan dari sisi peran dan fungsi. Ketidakberdayaan
lembaga wakil rakyat saat itu, membuat keberadaannya tidak bisa berfungsi secara
maksimal dalam menyuarakan kepentingan rakyat. Kondisi ini sudah tentu sangat tidak
menguntungkan posisi rakyat secara keseluruhan, karena DPRD
Provinsi/Kabupaten/Kota lebih ‘fasih’ memainkan peran ideologi kekuasaan dari pada
ideologi publik yang djwakilinya.

Sementara itu di era Otonomi Daerah yang sekarang diterapkan sesuai dengan
UU No.32 taun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah memberi perubahan. Berbeda
dengan berbagai undang-undang pemerintahan daerah yang pernah disusun, pembagian
kewenangan antara pemerintah pusat dengan daerah maka era otonom memilih
keseimbangan diantara keduanya. Oleh karena itu, UU No.32 Tahun 2004 dapat disebut
sebagai UU yang menggunakan prinsip desentralisasi berkeseimbangan (Equilibirium

decentralization).
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Adapun perbedaan itu adalah :

e UU Nomor 5 tahun 1974 memberikan peranan lebih dominan pada pemerintah

daerah

e UU Nomor 22 tahun 1999 memberikan peranan lebih dominan pada DPRD

e UU Nomor 32 tahun 2004 memberikan peranan yang berimbang antara susunan
pemerintahan (pusat,provinsi,kabupaten/kota) sebagai keseimbangan secara
vertikal, maupun keseimbangan antara kepala daerah dan DPRD sebagai
keseimbangan secara horisontal.

Prinsip desentralisasi berkeseimbangan sebenarnya justru yang paling sesuai
dengan falsafah negara Pancasila menggunakan pendekatan ”menang-menang” (win-win
approach) dalam pengambilan keputusan ataupun memecahkan masalah, seperti tersirat
pada sila keempat yakni ”Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan perwakilan”. Melalui desentralisasi berkeseimbangan dapat dilakukan
pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dengan daerah otonom secara
proporsional dengan mempertimbangkan nilai-nilai efektifitas, efisiensi, keadilan dan
kesetaraan, ekonomik serta nilai demokrasi. Dalam bidang urusan pemerintahan yang
dialokasikan kepada setiap entitas pemerintahan,sudah tergambar adanya tugas,
wewenang, serta tanggung jawab.

Melalui desentralisasi berkeseimbangan,dilakukan pembagian fungsi yang jelas
antara kepala daerah dan DPRD. Dalam pengertian desentralisasi terkandung adanya
penyerahan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerah.
Kewenangan mengatur yang diwujudkan dalam bentuk membuat peraturan daerah sudah

seharusnya lebih banyak dijalankan oleh DPRD,sedangkan kepala
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